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Persiapan Pilpres
Tak Terganggu

Komisi Pemilihan Umum telah selesai menyusun peraturan
teknis pencalonan presiden dan wakil pr esiden. b} arat usia
minimal capres dan cawapres masih sama dengan

Undang-Undang Pemilu, yakni 40 tahun.

JAKARTA, KOMPAS — Persiapan
penyelenggaraan Pemilihan
Presiden 2024 tidak terganggu
dengan rencana pembacaan
putusan uji materi mengenai
syarat minimal usia calon pre-
siden (capres) dan calon wakil
presiden  (cawapres) oleh
Mahkamah Konstitusi, awal pe-
kan depan. Komisi Pemilihan
Umum telah mempersiapkan
peraturan pencalonan presiden
dan wakil presiden sesuai de-
ngan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu se-
rta menyosialisasikannya kepa-
da partai-partai politik peserta
pemilu.

Satu pekan menjelang pen-
daftaran pasangan capres-ca-
wapres, Kamis (12/10/2023),
KPU menggelar Rapat Koor-
dinasi Persiapan Pelaksanaan
Pencalonan Peserta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
2024, Rapat yang digelar di Ja-
karta itu diikuti oleh perwakilan
18 parpol peserta Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asyari
mengungkapkan,  rancangan
Peraturan KPU (PKPU) ten-
tang Pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden telah selesai di-
susun dan disahkan pada Senin
(9/10). Saat ini, KPU tinggal
menunggu rancangan PKPU itu
diundangkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM.

"Persyaratan pencalonan,
syarat calon, dan teknik pen-
daftaran Pilpres 2024 disusun
dengan mengacu pada Undang-
Undang Pemilu,” kata Hasyim.

Syarat minimal usia cap-
res-cawapres, misalnya, tetap

mengacu pada Pasal 169 Huruf

g UU Pemily, yakni 40 tahun.
Hasyim menjelaskan, rancang-
an PKPU Pencalonan Presiden

dan Wapres tetap mengatur
syarat capres dan cawapres ber-
usia minimal 40 tahun karena
sampai saat ini belum ada per-
ubahan norma tersebut dalam
UU Pemilu.

Norma mengenai syarat usia
minimal capres dan cawapres
dalam UU Pemilu kini masih
diuji materi di MK. Menurut
rencana, MK akan menggelar
sidang pembacaan putusan uji
materi UU Pemilu tersebut pa-
da Senin (16/10).

Hasyim mengungkapkan,
KPU siap mengubah aturan da-
lam PKPU Pencalonan Presi-
den dan Wapres jika MK me-
mutus untuk mengubah norma
syarat capres-cawapres dalam
UU Pemilu. "Bahwa kemudian
kalau ada putusan yang berbeda
(dari putusan MK), KPU seba-
gai pelaksana undang-undang
akan melaksanakan putusan
tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, revisi PKPU
akan diselesaikan sebelum hari
pertama  pendaftaran  cap-
res-cawapres. Revisi dilakukan
karena KPU ingin memberikan
kepastian hukum kepada semua
calon peserta pemilihan pre-
siden, termasuk jika ada yang
mendaftar pada hari pertama.

Dalam mengubah PKPU,
KPU merasa cukup melapor-
kannya kepada DPR. Selain
waktu yang sudah mendesak,
saat ini DPR juga masih dalam
masa reses hingga 30 Oktober
2023.

Secara terpisah, anggota Ko-
misi II DPR dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera, Mardani Ali
Sera, mengungkapkan, KPU bi-
sa langsung merevisi PKPU
Pencalonan Presiden dan Wap-
res tanpa harus berkonsultasi

dengan DPR yang sedang reses.
Hal ini berlaku jika MK memu-
tus mengubah syarat pencalon-
an presiden-wapres. Revisi ha-
rus dilakukan karena putusan
MK bersifat final dan meng-
ikat.

Tingkatkan kewaspadaan

Sama seperti pemilu sebe-
lumnya, Pemilu 2024 juga dige-
lar dengan lima kotak. Karena
itu, secara umum, beban penye-
lenggara pemilu ad hoc pada
pemilu kali ini secara umum
masih sama.

Oleh karena itu, Komisi Na-
sional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) mengingatkan
agar KPU meningkatkan miti-
gasi risiko kelelahan pada Ke-
lompok Penyelenggara Pemu-
ngutan Suara (KPPS). "Penye-
lenggara pemilu harus mening-
katkan kewaspadaan agar ke-
matian massal KPPS pada pe-
milu lalu tidak terulang kembali
pada 2024,” kata Ketua Komnas
HAM Atnike Nova Sigiro.

Hasil kajian tim Universitas
Gadjah Mada menyebutkan,
894 petugas KPPS meninggal
dunia. Adapun 5.175 orang lain-
nya mengalami sakit, baik ri-
ngan maupun serius.

Atnike mengingatkan, pemilu
bukan hanya legitimasi politik,
melainkan juga pengejawantah-
an dari hak sipil dan politik
rakyat. Oleh karena itu, warga
harus diberikan jaminan untuk
mendapatkan hak asasinya.

“"Komnas HAM ingin mem-
buat rekomendasi berupa per-
ingatan dini untuk langkah an-
tisipasi dan mitigasi memini-
malkan korban jiwa pada Pe-
milu 2024,” kata Atnike.
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